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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Peraturan Walikota Nomor 16 

Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Surabaya, 

ketika diterapkan di Pasar Pabean menemui beberapa masalah, seperti kurang 

dipahaminya kantong belanja ramah lingkungan pengganti kantong plastik 

yang dapat disediakan oleh pelaku usaha, dan tidak dilaksanakanya kewajiban 

konsumen untuk membawa kantong belanja sendiri, hal ini terjadi akibat 

kurangnya penegakan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh tim 

yang dibentuk dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022, belum 

pernah adanya upaya pengawasan di pasar pabean, dan belum pernah lagi 

adanya sosialisasi bahaya kantong plastik ataupun sosialisasi guna 

memperkenalkan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat menjadi 

alternatif di Pasar Pabean, selain itu kurangnya kekuatan sanksi yang diatur 

dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 yang hanya berupa teguran 

lisan, teguran tertulis, dan paksaan berupa pengambilan kantong plastik, 

kurang mampu menciptakan ketaatan masyarakat dan belum mampu merubah 

kebiasaan masyarakat,  membuat peraturan ini diabaikan baik oleh pengelola 

Pasar Pabean, pelaku usaha di Pasar Pabean, dan konsumen Pasar Pabean, 

dari hal hal yang telah disebutkan maka dapat dinilai bahwa Peraturan 

Walikota Nomor 16 Tahun 2022 belum berjalan dengan efektif di Pasar 

Pabean, sehingga diperlukan upaya dari Pemerintah Kota Surabaya untuk 

memperkuat Peraturan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota 

Surabaya khususnya dalam bidang penegakan dan pembinaan untuk 

menciptakan ketaatan masyarakat yang nantinya melalui sosialisasi rutin 

mampu untuk kesadaran hukum masyarakat. 

2. Seyogyanya, berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan pada 

Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana dari 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
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Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya tidak diperkenankan 

untuk mencantumkan sanksi, mengingat peraturan yang mendasarinya tidak 

tercantum sanksi didalamnya, selain itu dengan kedudukan sebagai Peraturan 

Walikota yang tidak dirancang bersama-sama dengan representasi rakyat 

maka tidak berhak untuk terdapat komponen dari pengurangan hak seseorang, 

adapun sanksi yang dicantumkan hanya dapat sebatas sanksi administratif 

berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pengambilan kantong plastik, yang 

dinilai belum mampu untuk menciptakan ketaatan masyarakat dengan 

keberadaanya, adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan, sanksi yang 

dinilai kurang kuat ini belum pernah diterapkan di Pasar Pabean, hal ini 

terjadi karena kurangnya kinerja penegak hukum di pasar pabean, dalam hal 

ini diperlukan upaya dari Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya untuk bersama-sama memperkuat 

baik sanksi yang diberikan, dan penegak hukum dalam Peraturan 

Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya. 

5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, tawaran konsep yang diajukan oleh peneliti 

adalah: 

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota 

Surabaya: Secara hierarki perundang-undangan kedudukan Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah dan 

Kebersihan di Kota Surabaya sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya tidak dapat mengatur sanksi 

administratif maupun membentuk tim pengawasan dan pembinaan karena 

aturan yang mendasari pembentukan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 

16 Tahun 2022 tidak mengatur mengenai sanksi maupun tim pengawasan 

dan pembinaan, sebaiknya sebagai peraturan yang sangat membutuhkan 

pengawasan dan pembinaan Peraturan Pengurangan Penggunaan Kantong 

Plastik bukan diatur dalam Peaturan Walikota melainkan perlu untuk diatur 

dalam Peraturan Daerah yang mendasarinya, dari hal ini perlu untuk 
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melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 

5 Tahun 2014 untuk memasukan peraturan peraturan kantong plastik dalam 

Peraturan Daerah Kota Surabaya, untuk memperkuat pengawasan dan 

pembinaan masyarakat perlu untuk diatur agar Tim Pengawasan dan 

Pembinaan Pengurangan Kantong Plastik melakukan pengawasan tiap 

waktu dalam hal ini dapat diatur tentang laporan kerja yang dibuat oleh Tim 

Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik 

yang dilaporkan kepada Walikota Surabaya, adapun untuk memperkuat 

sanksi dapat ditambahkan berupa pengurangan hak yaitu pencabutan izin 

berusaha dan denda administratif yang dapat dijatuhkan setelah teguran 

lisan dan teguran tertulis tidak didengarkan, selain itu perlu juga dijabarkan 

apa saja yang termasuk kantong belanja ramah lingkungan dan pengaturan 

harga terhadap kantong belanja ramah lingkungan, hal ini untuk 

mempermudah penafsiran dan pemahaman masyarakat baik sebagai pelaku 

usaha maupun konsumen tentang alternatif apa yang dapat mereka gunakan 

untuk mengganti penggunaan kantong plastik, dan mengatur harga yang 

diberikan oleh produsen, distributor kantong plastik dan pelaku usaha 

kantong plastik. 

2. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya: berkaitan dengan alternatif 

kantong plastik, yang peneliti sarankan adalah penggunaan casava bag, 

yakni kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari pati singkong 

yang memiliki sifat seperti kantong plastik namun mudah terurai oleh alam 

yang dapat dikoordinasikan dengan produsen sekaligus inovator dari 

cassava bag yang juga merupakan badan hukum Indonesia yakni PT 

Telobag Natural Indonesia yang terletak di Banten untuk melakukan 

pelatihan kepada produsen- produsen kantong belanja ramah lingkungan 

setempat, agar cassava bag dapat diproduksi secara lokal oleh produsen di 

Surabaya, adapun untuk mempopulerkan alternatif ini sosialisasi kepada 

masyarakat dapat dikoordinasikan dengan komunitas-komunitas perduli 

lingkungan di Kota Surabaya baik untuk alternatif kantong plastik ataupun 

terkait pengurangan penggunaan kantong plastik di Surabaya. 
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3. Untuk Produsen, Distributor Kantong Belanja Ramah Lingkungan dan 

Pelaku Usaha yang menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan 

berbayar untuk memberi harga murah sesuai dengan arahan Pemerintah 

Kota Surabaya kepada konsumen yang membeli kantong belanja ramah 

lingkungan dan kerap juga membantu Pemerintah Kota Surabaya untuk 

melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik kepada 

konsumenya. 

4. Untuk Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong 

Plastik selaku penegak hukum: diharapkan untuk dapat melakukan 

pengawasan rutin tiap waktu, yang dapat dikoordinasikan dengan pengelola 

di masing-masing tempat usaha untuk meningkatkan ketaatan hukum 

masyarakat, namun diharapkan tidak meresahkan masyarakat dengan 

tindakan berlebihan seperti dengan kekerasan atau vandalisme yang selama 

ini sering terjadi dilakukan oleh Satpol PP, yang bukanya menertibkan dan 

meningkatkan ketaatan hukum justru membuat masyarakat resah dan 

cenderung sengaja melanggar, selain itu pembinaan perlu untuk dilakukan 

di semua tempat tidak hanya tempat usaha melainkan di semua tempat 

umum, dan juga dilakukan kepada masyarakat usia dini yang dapat 

dikoordinasikan dengan komunitas perduli lingkungan di Kota Surabaya, 

untuk membentuk kesadaran hukum akan adanya peraturan pengurangan 

penggunaan kantong plastik. 
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